
lembaran daerah kabupaten tanggamus
NOMOR : 119 TAHUN 2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 09 TAHUN 2014

TENTANG

pengendalian dan pengawasanmenara telekomunikasi
dengan rakhmat tuhan yang mAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,
Memmbang : a. bahwa pesatnya perkembangan telekomunikasisebagai sarana publik sejalan dengan

menmgkatnya kebutuhan masyarakat terhadapmenara sebagai infrastruktur telekomunikasi;
b. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensipenggunaan menara telekomunikasi maka menaratelekomunikasi harus digunakan secara bersamadengan memperhatikan aspek keamanan,keselamatan, pemerataan, kelestarian lingkungandan estetika sesuai kaidah tata ruang serta perludilakukan pengendalian dan pengawasan terhadappembangunan dan pengoperasionalan menaratelekomunikasi;
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Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangansebagaunana dimaksud dalam huruf a danhuruf b tersebut diatas, perlu menetapkanPeraturan Daerah tentang Pengendalian danPengawasan Menara Telekomunikasi;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997tentang Pembentukan Kabupaten DaerahTingkat II Tulang Bawang dan Kabupatenaerah Tingkat II TanggamusfLembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1997Nomor 2, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1999tentang Larangan Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 38, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999tentang Jasa Konstruksi (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3833);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999tentang Telekomunikasi (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999, NomorIö4, tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3881);

I
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tenten»Bangunan Gedung (Lembaran Negara RenubruIndonesia Tahun 2002 Nomor 134Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo™2^
N°“°r 26

Renub X Pena‘aan Ru“g (Lembarangara Repubhk Indonesia Tahun 2007 Nomor 68Negara RePubHk Indonesia

28 TahUn 2009 “"tangajak Daerah dan Retribusi Daerah (LembaranRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130N^59rbaran Negara Repubhk ,nd°nesia

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang^£dUng^ dan Pengelolaan Lmgkungan Hidupn“ MO T^b ^^^«ia Tahun 2009
RePUbbk

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemenntahan Daerah (Lembaran Negara R pubTikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244 tSLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587bsebagaimana telah diubah dengan PeratSaL’Undang - Undan^
Tahun 2014^ Republik Indonesialahun 2014 Nomor 246, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5589);

teX™ Ppmerii;tah Nomor 52 Tahun 2000

Nomor 107, Tambahan Umbaran Negara Nomor
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturm Pemermtah Nomor 36 Tahun 2005 tentangtXu'mos , Undang-Undang Nomor 28Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83N^^“2) RepUbÜk Monesta

Peraturan Menteri Komunikasi dan InformatikaPeXra 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tenïn^gTn dan P™®"1**® MenaraBersama Telekomunikasi;

Peraturan Menteri Komunikasi dan InformatikaNomor 29/PER/M.KOMINFO/09/2008 ten^g
Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;

g

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
T’ Menteri Komunikasi daninformatika dan Kepala Badan KoordinasiNOn“ 18 Tahun 2009’/rRT/M/2009, Nomor 19/PFP/m

N°mOr 3/P/2009 tentangPedoman Pembanguna dan Penggunaan BersamaMenara Telekomunikasi; ^^aan Bersama

Peraturan Menteri Komunikasi dan InformatikaNomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tenting
BMa°^ UrUSan pemerintah S^bBidang Pos dan Telekomunikasi;

Tanggamus Nomor 16Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang WilayahKabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031 (LembaranDa^ah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nom"/1, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenTanggamus Nomor 18); P^ien
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Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;
Dacrnh adalah KAhimatpnDaerah adalah Kabupaten Tanggamus

3.

4.
5.

BABI
KETENTUAN UMUM

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

kabupaten tanggamus
dan

BUPATI TANGGAMUS

18' X"T,'rah KabUpMen Tanggamus Nomor 16
RetribuS' p^ndabanTelekomumkas! (Lembaran DaerahKabupaten Tanggamus Tahun 2012 Nomor 93);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIANdan pengawasan menara telekomunikasi

Daerah adalah Kabupaten

adaIah Dewan

Bupati adalah Bupati Tanggamus.

tugas meU.taana.tan u^san^t^S
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6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yangmerupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupunyang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroanterbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badanusaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atauorganisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengirimandan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuktanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyimelalui sistem kawat, optik, radio atau sistim elektromagnetik
lainnya.

8. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaandan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan
terselenggaranya telekomunikasi.

9. Penvelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi,Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, badanusaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan
keamanan negara.

10. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, BadanUsaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau BadanUsaha Swasta yang memiliki dan mengelola menaratelekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara
telekomunikasi.

11. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengeloladan/atau mengoperasikan menara vang dimiliki oleh pihak
lain.

12. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan ataubadan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasakonstruksi.

I
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13. Jaringan Utama adalah baeian Han •

telekomunikasi yang menehu^moV L Jaringan infrastruktur
telekomunikasi yang^apat^ el"men jaringan
Switching Center (MSC), Base Statio^^ C^nal Trunk- M°bile
Network Controller (RNC ,dan^rin^" Contm,ler IBSC)/ Radio
transmission). g transnusi utama (backbone

tanah. atau b^gu™ yang d‘
dengan bangunan gedune kesatuan konstruksi
umum yang struktur flfiknya da^aTh1^^ Untuk kePentingan
diikat oleh berbagai simpÏÏ^Te rangka baJa ^g
simpul, di mana fungTPdeSX dan7Pa tanPa
sebagai sarana penuniang

konstruksmya disesuaikan
telekomunikasi. J g menempatkan perangkat

’5' “TauN^ berben.uk bada„
adalah modal dalam negen dan be k a3?8 seIuruh modalnya
tunduk pada pera.uran perundang-un^”

secara bersama
menempatkan dan menmperasik^ “n*as‘ l°P“aK») untuk
berbasis radio /Base Trattsceive, Stationers™™ telekomunikasi

I7-
selanjutaya imb

pemenntah kabupaten kab^e^T”3" ya"g diberikan Meh
menara telekomunikasi untulT me . kepada pemilik

telekomunlLli “““19
PembUa,an “na

menggunakan standar teknik perenca
°mUnikasi seIuler dengan

-mperhitungkanpemenuhanU^^

1
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seluler dan Jceindaha^“1=Zdengan aturan yang berlaku dirb-m.r ryrntTr . ‘

XtXXs -ayanai1

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

D^twPenggunaan menara telekomunikasi P<™bangunan dan

dengan -menjadi bagian dan Rencana DeS
penyeienggaraSZX dilaksanakan oleh
atas tan^/la^k“^^ ~*""a'secara perseoran^“unX

>-us
jangka waktu peijanjian. telekomunikasi selama

disingkat PPN^Daer^adal8^ yang selanJutnya
tertentu di lingkungan Pp™ . eJaJat Pegawai Negeri Sipil
wewenang khusus oleh Unda^U^d 1

yang diberi
penyidikan terhadap pelanggaranVaX^ae^

23
JendCral —8

Telekomunikasi. jawabnya di bidang Pos dan
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Pasal 4

(1)

Lokasi pembangunan menara wajib mengikuti •a. rencana tata ruang wüayah kabupaten-
rencana Jtal "Tf danrencana tata bangunan dan lingkungan

b.
c.

BAB nipembangunan dan pengoperasian menara
Bagian Kesatu

Penetapan Zona

Pasal 3
Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah uncuk :
" S"dXm kePada aparatur

mengendalikan dan mengmd “elaksanakan,
penggunaan menara telekomunikasi Pembangunan dan

b' SX^oSÏ’d^”'”” masyarakat terhadap
Penaman keX“u

°' PenatM"Men“a BersX «'ekomumkas, secara bersama dalam bentuk

Pasal 5

lingkungan, estetika dan kehntnh
8’

1
keamanan dan ketertiban

ditetapkan berdasarkan Rencana IndSk'n" ya"S
Telekomunikasi (Ce„ Pfan) yangïerl^^ M'nara
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Pasal 6

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Bagian Kedua
Pembangunan Menara

Menara disediakan oleh penyedia menara.
Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada avat (1)merupakan : ' ' 'a. penyelenggara telekomunikasi; ataub. bukan penyelenggara telekomunikasi.
Penyediaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

KoTstruksP311^0 düaksanakan oleh penyedia Jasa

npn u
menara bukan penyelenggara telekomunikasi,p ngelola menara atau penyedia jasa konstruksi untukmembangun menara merupakan perusahaan nasional.

Untul< ,mewujudkan pembangunan Menara dapatdilaksanaxan melalui keija sama dengan Pemerintah Daerah.

sebagaimana dimaksud padaayat (5), harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

(2' pembangunan menara sebagaimana dimaksudadlah £ u <hte?lpkan maka ketentuan pembangunannyaadalah jarak pembangunan antara menara satu denganmenara lainnya minimal 400 meter. 8

(3' pembangunan menara telekomunikasi dengan jaringant dan janngan listrik minimal berjarak 125 % danketinggian menara.
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Pasal 7

Pasal 8

dan KiXitas Pendukung
perundang-undangan. 8 sesuai dengan ketentuan

P) Sarana pendukung sebagatntana dintakaud pada ayat (!) terdin
a- pentanahan (grounding);
o- penangkal petir;
c. catu daya;

e S™83" P^bangan /aviation obstruction liahtt
t- pagar peng^“ ,aviation obstruction marking); dan

'3)
pada (1) terdiri

Indonesia' Stonda"' bS?U Pada Standar Nasional
ketentuan perairanpe^XïundX^

- 121
pada ayat (!) -Jntuk

b keSïï£*^ d“ PeranSka'
d. Ketinggian menara;
c. struktur menara;
d. rangka struktur menara;e. pondasi menara; dan!• kekuatan angin.
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d. nama penyelenggara telekomunikasi pengguna menara;
e. alamat penyelenggara telekomunikasi;
f. model menara;
g. tinggi menara;
h. nomor Izin Gangguan dan Izin Mendirikan Bangunan

(IMB) Menara;
i. tahun pembuatan atau pemasangan menara;
j. penyedia jasa konstruksi; dan
k. beban maksimal menara.

Pasal 9

Setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan wajib
memiliki sertifikasi oleh lembaga sertifikasi

Bagian Ketiga
Pengoperasian Menara

Pasal 10

(1) Pengoperasian menara bisa dilakukan oleh :
a. Penyedia menara; atau
b. Pengelola menara

(2) Penyedia menara atau pengelola menara bertanggung jawab
terhadap pemeriksaan berkala bangunan menara dengan cara
melakukan pemeriksaan berkala bangunan menara dan atau
kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan /atausebagian menara.

(3) Hasil pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaporkan setiap tahun sekah kepada Bupati atau pejabatyang ditunjuk.
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Pasal 13

dakU" 11 nJemPakan
antara lain : Pemntukannya memiliki karakteristik teAen“
a. kawasan bandar udara/pelabuhan;o. kawasan cagar budaya;

(4) Penyedia Menara dan/atau Penopinie maset-aset menara telekomunikasi
Menara wajlb mengamankan

mengasuransikan menta Xko^n v dan
jawab atas setiap kejadian ya^g meni^buï^ bertanggunS
masyarakat sesuai dengan radius

kerUgian terhadap
menara telekomunikasi dihitung l^ t * sekitar
persen) dan tinggi menara ted ^atus dua puluh lima
keselamatan akibat kecelakaan menaraXSmuXasi.

Bagian Keempatembangunan dan Pengoperasian Menara Khusus
Pasal 11

Dikecualikan dan ketentuan Ppmk
kepentingan pembangunan dan pe™^™”3” Menara untuk
memerlukan kriteria khusus seperti Sntuk k™ yang
geofisika, televisi siaran radin na

1 k kePerluan metereologi dan
pertolongan keceïakLXaÉ ama^ PenCan- d-
penyelenggara telekomunikasi khusus in^ penduduk d^n
serta keperluan transmisi jaringan telekomriSLPernenntah ataU swastajunngan telekomunikasi utama (backbone);

Bagian KelimaPembangunan Menara di Kawasan Tertentu
Pasal 12

Pembangunan menara di kawasan tertentu baik di d.idi luar zona harus memenuhi t
1 d dalani zona maupun

'undangan untuk kawasan dimaksud ” peraturan Perundang-
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c. kawasan pariwisata;
d. kawasan hutan lindung;
e. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukantingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi; dan
f. kawasan pengendalian ketat lainnya.

Pembangunan dan pengoperasian menara pada kawasantertentu harus mendapat izm Bupati atau SKPD yang
ditunjuk.

Ketentuan mengenai izin Pembangunan dan pengoperasianmenara pada kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pembangunan dan Pengoperasian Menara Tambahan

Penghubung dan Menara Kamuflase

Pasal 14

(1) Pembangunan dan pengoperasian menara tambahan
penghubung dapat diizinkan apabila fungsinya hanya untuk
meningkatkan kehandalan cakupan (coverage) dankemampuan trafik frekuensi telekomunikasi.

(2) Pembangunan menara tambahan penghubung sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus dalam bentuk Menara Tunggaldan/atau Menara Kamuflase sebagai bagian dari Menara.

Pasal 15

Pembangunan Menara yang berada di kawasan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 12 apabila dimungkinkan menurut hasilk^ian secara teknis dari Pemerintah Daerah maka dapatdtbangun menara atau dalam bentuk dan desain menara harusberwujud Menara Kamuflase selaras dengan estetika lingkungandan /atau kawasan setempat yang juga merupakan bagian dariMenara.
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Pendinan Menara Tambahan dan/atau Menara Kamuflase pada zonayang masuk dalam kawasan tertentu wajib mendapatkan izin BupaüKetentuan mengenai izin Pendinan Menara Tambahan dan/atauMenara Kamuflase pada zona yang masuk dalam kawasan tertentu-sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PENGGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 16

Lntuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, makamenara harus digunakan secara bersama dalam bentuk MenaraBersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhaninaustn teleKomumkasi.

Pasal 17

Penyedia Menara atau Pengelola Menarakesempatan yang sama tanpa diskriminasitelekomunikasi untuk menggunakan menarasesuai kemampuan teknis menara.

wajib memberikan
kepada penyelenggara
secara bersama sama

Pasal 18

Pengajuan surat permohonan untuk penggunaan bersama menara olehcalon pengguna menara melampirkan, antara lain:a. nama penyelenggara telekomunikasi dan nama penanggung-iawab'b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta danspeshikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
• kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara.

Pasal 19

(1) Dikecualikan dan ketentuan penggunaan Menara Bersama yaitu:
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a. menara yang digunakan untuk keperluan Jarmgan T Rama¬dan/atau ’
b. menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belummendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah ~

yang tidak layak secara ekonomis.
(2) Pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)haru e™aSarkan pada kajian teknis dan khusus Bupatiatau SkPD yang ditunjuk.

BAB V
prinsip-prinsip penggunaan menara bersama

Pasal 20
( 1) Penggunaan menara

telekomunikasi dilarang
merugikan.

bersama oleh penyelenggara
menimbulkan interferensi yang

(2) Apabila teijadi
telekomunikasi
berkoordinasi.

interferensi yang merugikan, penyelenggara
}ang menggunakan menara bersama wajib

(3) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada avat (2)dak menghasilkan kesepakatan, Penyelenggaraelekomumkasi yang menggunakan Menara Bersama,Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menaradan/atau Penyedia Menara dapat meminta Direktur Jenderaluntuk melakukan mediasi.

Pasal 21

(1) Penyedia Menara atau Pengelola Menara harusmemperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait
tidak311 h

praktek monopob dan persaingan usaha
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(4)

(5)

Pasal 22
(1)

(2)

.(3)

ës»KSESSSSSK82.

==
Penyedia Menara atau PengdolamS"*"

^SSHEB=«

'2) LXOla M:narÜ harUS ”-^°™asikan
dan kepada Bupaü atau SKPD y^ng ditunjUk^0" penEguna Menara

• ,3’
ha™ uienggunakan

vang lebih dahulu menv^n J 1 k P^gg^na Menara
dengan tetap tnentperh^
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BAB VI
TATA CARA PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 23
(1) Menara Wajib memiUki Izin Mendirikanoangunan Menara.

(2) Izin Mendirikan Bangunan Menara
ayat (1) permohonannya diajukan
kepada Bupati atau Satuan Kenaditunjuk.

sebagaimana dimaksud
oleh penyedia menara

Perangkat Daerah yang

Pasal 24

(1) Mendirikan Bangunan Menara sebagaimanab^ri^tUd dalam PaSaI 23 melamPirkan persyaratan sebagai
UCILKUl.

a. persyaratan administratif; dan
b. persyaratan teknis.

(2) mrhyarartan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) nuruf a, terdin dari :
a. status kepemilikan tanah dan bangunan;b. surat keterangan rencana kota;
e. rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasant^g ? al dan Peruntukannya memiliki karakteristiktertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;

’ Perusahaan beserta perubahannya yangtelah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM-e. surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEJ)bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka-i. mformasi rencana penggunaan bersama menara;g- persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai denganketmggian menara; B
h. dalam hal menggunakan genset sebagai catu dayadipersyaratkan izin gangguan dlan izin genset.
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(1)

(2)

(3)

administrasi
',4) atts 01 —terjadi kondisi darurat dan mpl §t pul^h^ tahun> kecuali

kelaikan fungsi PemenkSaanKe^aPerangkatDaerlhyangdi^ Bupatl ataU Satuan

• Xa^be^a?”^ paling lama 14
dan/atan doemen

'3' -n”ada^^^^ ayat (1) huruf b>yang berlaku secara intemasion^l °<^dokumen teknis sebagai berikuf
& tertUanS dalam bentuk

b. spesifikasi teknis pondasi rtv P^^^’^ngan struktur;
tanah, jents ponLs°TuX^ P^dtkan
tanah sebagaimana dimaksud H *’ termasu^ geoteknik
undangan; dan

d dala” P«aturan perundang-
C'

beban ,e,aP
dan gempa), S'ment^
diizinkan, sistem konstXt yan®
terhadap petir. unggian menara, dan proteksi

Pasal 25

dotameneKta‘“p^itag!^'ri^Sa“ administrate dan
keria terhitung seS dokSSt ad

(emPat baIaa) hari
diterima serta dinyatakan lengkap^”1 da” dokumen “knis

“um^ DdaaenJOkUrinformasi kepada pemihoT^
terhitung sejak dokumen diterima

8 7 J h) h kei^a
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(5) fUngSi menara yang meniadi satu

E”™““
perubahan struktur atau perubahan konstnSZ™!

Pasal 26

111 bTvat ra c^n»?mUndCaS^ 7”^“« dimaksud dalam Pasalayat (2) dapat menempatkan:
3 gedUng' dengan keünggian sampaiengan 6 meter dan permukaan atap bangunan gedungXZ m'lampaUi ketinggian maksimutn selubunfbangunan gedung yang düzinkan, dan konstruksi

dZ/ÏZT ® n8 mampU mendukung beban antena ;
b' SdX’T Pada ban^"“ tónnya seperti papanrename. Uang lampu penerangan jalan dan sebaaainvTkStir®^ bangunannya mainpu tnendukung

(2! Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada aval (IIhuruf a dan huruf b tidak memerlukan tón.
Y ' ’131 arakr;n“ rtena sabasaimana dttnaksud padaXvahdaX ketentuan rencana tata ruangy an keselamatan bangunan, serta memenuhi estetikag

Pasal 27

SeSmuS P'^"~
sebagaimana dtaaksud tal^ PasaT5^d b'^3" pen2man

bentpa teguran senate"™
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(2) Teguran secara tertulis diberikan kepada penyelenggaratelekomunikasi paling banvak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktuantara teguran satu dengan teguran berikutnya paling lama 1(satu) bulan.

(3) Apabila setelah teguran ketiga penyelenggara telekomunikasi tidakmenindaklanjuti teguran dimaksud, maka izin dicabut dandilakukan penyegelan.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan Izin MendirikanBangunan Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkandengan Peraturan Bupati.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 29

Penyedia menara atau pengelola menara yang telah mengadakan
peijanjian atau keijasama dan memiliki izin sebagaimana dimaksuddalam Pasal 22 ayat (1) wajib :
a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diberikan;
b. melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan sertakelestarian fungsi lingkungan sesuai ketentuan/ peraturan

perundang-undangan;
c. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaanizin yang telah diberikan; dan

. d. membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugasyang berwenang.
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Pasal 30

(1) Penyedia menara atau pengelola menara yang telah
mengadakan peijanjian/kesepakatan keijasama secara —tertulis guna penyediaan infrastruktur Menara Bersama
dengan Pemerintah Daerah serta memikki izin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) berhak menggunakan
menara sesuai dengan kesepakatan dan izin yang telah
diperoleh.

(2) Setiap penyedia menara dapat bekerja sama dengan pihak
ketiga dalam hal pengelolaan dan pengoperasian menara.

BAB VIII
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pengendalian

Pasal 31

(1) Pengendalian menara telekomunikasi dilakukan oleh Bupati
atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk.

(2) Pengendalian menara telekomunikasi meliputi :
a. penyedia menara dan atau pengelola menara wajib

melaporkan penggunaan menaranya satu kali dalam
setahun kepada Bupati atau Satuan Keija Perangkat
Daerah yang ditunjuk;

b. laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib untuk
disampaikan pada bulan Desember;

c. laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berisi
keterangan tentang :
1. jumlah pengguna menara;
2. kapasitas yang tersisa;
3. masa kontrak pengguna menara;
4. rencana penempatan antena; dan
5. daftar calon pengguna menara.
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(1)

(2)

(3)

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 34

PPNS sebagaimma
PPNS Provmsi atau PPNS Kabupaten/Kbta ta^yT*' memmta bantuan

Pasal 35

P™S sabagaimana

Pasal 33

P=“ Daerah ini ddaksanakan

Pasal 32
Pengawasan menara dilaknkan ni»k t-KeputusanBupati. h Tim yang ^tapkan dengan

tersisa;dan Pengguna menara dan kapasitas yang
c- pengawasan atas masa kontrak pengguna menara.

penye^nggaraan menaraa^anperttmbang^X^^^
bab IX

KETENTUAN PENYID1KAN
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a. menenma laporan atau pengaduan dan seseorang
mengenai adanya tmdak pidana atas pelanggaran PeraturanDaerah; '

b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempatkejadian perkara;
c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tandapengenal dari tersangka;
d. melakukan penyitaan benda atau surat yang adanubungannya dengan tindak pidana;
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagaitersangka atau saksi;
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalamnubungannya dengan pemeriksaan perkara;h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapatdipertanggungjawabkan.

(2) PPNS Daerah tidak benvenang melakukan penangkapan ataupenahanan.

BAB X
SANKSI

Pasal 36

(1) Apabila menara tidak dipergunakan lagi maka pengelolamenara wajib melapor kepada Pemerintah Daerah danmelakukan pembongkaran terhadap menara tersebut.
(2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejakanggal pelaporan temyata menara tidak dibongkar olehpengelola maka Pemerintah Daerah dapat melakukanpembongkaran secara paksa dan aset menara menjadi milikPemerintah Daerah
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(2)

(3)

(4)

' '«ngkaran dan hasü pelaksanaan pembongkaran
Milik Dae^8®™®”3 d‘makSUd Pada ayat (4) menjadi Barang

dtaXud^S a™? m sebagaimana
pembongkaran terhadap Menara melakUkan

pembonX^ MenT tel?komunikasi üdak melakukandibeS Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (21dibenkan penngatan tertulis sebanyak 3 (tigal kali bX 7turutdalam selang waktu 1 (satu) bulan
8 ’

mempunyai tugas dan fungsi di bidang pekerjaan umum.

BAB XI
ketentuan pidana

Pasal 37
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BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38
(1) Penyedia menara yang telah memiliki Izin MendirikanBangunan Menara dan telah selesai atau sedangmembangun menaranya sebelum Peraturan Daerah inidiundangkan wajib menyesuaikan dengan ketentuandalam Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) Tahunterhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
(2) Penyedia menara yang telah memiliki Izin Mendirikanangunan Menara dan belum membangun menaranyasebelum Peraturan Daerah ini diundangkan wajibmenyesuaikan dengan ketentuan dalam PeraturanDaerah ini.

(3) Menara telekomunikasi yang telah dibangun danlokasinya sesuai dengan rencana tata ruang wilayahdan/ atau rencana detail tata ruang wilayah kabupatendan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan,dipnontaskan untuk digunakan sebagai menarabersama.

(4) Setiap penyedia menara yang menaranya sudah berdiritetapi belum dilengkapi dengan syarat perizinan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) palinglambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah iniditetapkan, wajib melengkapi syarat-syarat perizinan danmemiliki izin.



27

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

. Pasal 39
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Peraturan Daerahdii ’’“«“'«’angan
Kabupaten Tanggamus. P P t ya dalam Lembaran Daerah

MUKHLIS BASRI, ST.MT.M.SiPembina Utama MudaNIP. 19610203 198110 1 001

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 30 desember 2014
BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN
Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

DAERAH TANGGAMUS TAHUN 2014

LAMPUNG^OS/ TGS/^^1 “B®*™ TANGGAMUS, PROVINSI



PENJELASAN
* ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 09 TAHUN 2014

TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I- UMUM

Penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai peranan
penting dan strategis dalam kehidupan bemegara danbermasyarakat serta memperlancar dan meningkatkan hubunganantar negara sehingga harus senantiasa ditingkatkan kualitaspe ayanannya. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitaspelayanan di bidang telekomunikasi adalah dengan membuatpengaturan yang dapat memberikan kejelasan dan ketegasandalam penyelenggaraan telekomunikasi.

Penyelenggaraan telekomunikasi saat ini jelas sudah
i^^ kebutuhan nyata mengingat perubahanImgkungan global berlangsung sangat cepat. Menara merupakansalah satu infrastruktur pendukung yang utama dalampenyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukanketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara.

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan menaratelekomunikasi maka menara telekomunikasi harus digunakansecara bersama dengan memperhatikan aspek keamanankeselamatan pemerataan, kelestarian Imgkungan dan estetikasesuai kaïdah tata ruang serta perlu dilakukan pengendalian danpengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasionalanmenara telekomunikasi. Dengan demikian, diperlukan suatuPayyng hukum yang menitikberatkan peran Pemerintah Daerahternaaap pembinaan dan pengawasan menara telekomunikasi.



29

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas
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Huruf h

Jzin Gangguan dipersyaratkantelekomunikas! dengan menggunakan

Huruf
1 0373 Utama atau cadangan.

bagi
genset

Cukup jelas
Huruf j

Cukup jelas
Huruf k

Cukup jelas

menara
sebagai

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

menara yang
simpul-simpul

Yang dimaksud "Menara Tunggal” adalah^^uksinva berbentuk tunggal tanpa adanyarangka yang mengikat satu sama lainP 5

Penyesuaian
menara tersebut berada

ngan hngkungan dimana
Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17

Cukup jelas
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Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasai 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas
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Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUSNOMOR 36
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